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Menimbang : a.

Menimbang : l.

BI'PATI JEITTFOI|TO,

batrwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Keda Pembangunan Daeratr Tahun
2015 dan dalam rangfta melaksanakan Perattrran Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr, maka
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor O7.b Tahun 2Ol4 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daeratr Kabupaten Jeneponto
Tatrun 2015, perlu ditinjau kembali;

bahwa dalam ranglra penJrusunan APBD Perubatran
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 maka perlu
adanya Perubatran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol5;
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurrrf b diatas, maka perlu disusun
Perubatran Rencana Kerja Pemerintah Daeratr (RKPD)
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tabr;urr f959
tentang Pembentukan Daeratr-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
t822!-;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3,
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tatrun 2OO4
tentang Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tatrun 2OO4
tentarrg Sistem. Perencanaan Pembangunan Nasiorral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
lO4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4427l;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuculgan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
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6.

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AA7
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO7 Nomor 33, Tambahan I"embaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTAO\

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2OOZ
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a725l';

Undang-Undarrg Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Republik Ladonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraldrir dengan Undang-Undang Nomor I
Tatrun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AI.4 Terrtang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2OL4
tentang Administrasi Pemerintatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1+ Nomor 292, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 560U;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
1O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5781:'

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintatr, Pemerintahan Daeratr Provinsi dan
Pemerintahan Daeratr Kabupaten lKota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2OOA tentang Pedor:aan Evaluasi Penyelenggaraare
Pemerintahan Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a815);
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16. Peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tatrapan, Tata Cara Pen5rusunal, Pengendaliart
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2008 Nomor
2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8fil;
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tatrun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangla Menengah Nasional
(RPJMN) 2AL5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Lrdonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun
2006 tentang Tata Cara Perr5rtrsunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawaratr
Perencanaan Pembangunan Daerah (Iembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tatrun 2006 Nomor 15O);

Peraturan Daeratr Kabupaten Jeneponto Nomor O3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Partjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor
r5 u;
Perahrran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Pembenhrkan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daeratr
Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188);

Peratrrran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daeratr Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189);

Peraturan Daeratr I(abupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Orgarrisasi dan Tata Kerja
Lembaga Tekris Daeratr Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daeratr Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190);

Peraturan Daeratr Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tatrun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda
Kecamatan dan Keluratran Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah l(abupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191);

Peraturan Daerah I(abupaten Jeneponto Nomor 3 Tatrun
2OlO tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2OlO Nomor 199);

25. Perahrran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun
2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2OL2 - 2o,31 (kmbaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2Ol2 Nomor 2lO.al;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor O2 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jarlgka Menengah
Daeratr Tahun 2OL4-2OL8 Kabupaten Jeneponto (kmbaran
Daeratr Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 22al;

Peraturan Daeratr Kabupaten Jeneponto Nomor O9 Tahun
2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Jeneponto Tatrun 2OLS (Lembaran Daeratr
Kabupaten Jeneponto Tatrun 2OL4 Nomor 23Ll;
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Perahrran Ehrpati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawaratr
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Musrenbang-RKPD)Kabupaten Jeneponto (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tatrun 2013 Nomor 12);

29. Peratrrran Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun
2OL4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tatrun 2074 Nomor 17).

Menetapkan

I[IMUTUSKAtrT
: PERATTIRAN BT,PATI TEilTAITG PP,RI,BAHAIT RTNCANA

I(TR.'A PWBAITGI'IVAN DAERAII (RIIPDI KABI'PATEN
JEIYEPiOITTIO TAEI'N 2015

BAB I
BBTEilTUAil IIMUU

Pasal 1

Dalam Perattrran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daeratr adalah Bupati dan Perangkat Daeratr sebagai unsur
penyelenggara Pemerintatran Daeratr.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto;

3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

4. Dewan Penxrakilan Ralryat Daeratr yang selanjutnya disinglcat DPRD adalatr
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr yang selanjutnya disingkat
RPJM Daerah adalah dokumen perencan€ran pembangunan Daerah untuk
periode Tahun 2OL4-2OL8, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
prograrn Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta
memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Pembangunan Jangla Menengah Satuan Kerja Perang[<at Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Sahran Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode selama Tahun 2074-2018;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut
dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Pembahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yarrtg disingkat Perubahan
RKPD adalah dolmmen perencanaan untuk periode selarna I (satu) talrun;

BAB II
PERI'BAIIAIT RENCANA TTR.'A PEMBAITGI,I{AN DAIRAE

Pasef 2

Perubatran RKPD merupakan landasan penyusunan Perubatran Kebiiakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk merr5rusun Perubatran
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah Tahun 2015.

Pasaf 3

Pembahan RKPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 menguraikan Pembahan
Prograu dan Kegiatan yant akarr dilaksanakan pada Tahun 2o75.
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Easat 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika penynsunan sebagai
berikut:
BABI PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PEI.AKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAI.AM

PERUBAHAN RKPD

BAB IV PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubatran RKPD Tahun 2015 dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam lampiran yang merupakan bagtan yang tidak terpisatrkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tatrun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakarr
sebagai:

l. Pedoman bagi Sahran Kerja Perangt<at Daeratr di Lingtmngan Pemerintah
Kabupaten Jeneponto dalam menJrursun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daeratr (Reqja-SKPD) ;

2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalarn men5rusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Penrbahan (RAPBD-P) Kabupaten
Jeneponto Tatrun Anggaran 2015.

Fasal 6

Hal-hal yang tidat< mengalami perubahan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4
dilaksanalcan sesuai dengan ketenhran Perahrran Daerah I(abupaten Jeneponto
Nomor O9 Tahun 2O1+ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2015.

BAB III
PEil5ITTUP

Pasal 7

Peratrrran Bupati ini mulai berlaktr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orurng mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Perahrran Bupati ini
dengan penempatennya dalarn Lembaran Daeratr Kabupaten Jeneponto.
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